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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum bagi anak yang lahir 

dari perkawinan kontrak dan untuk mengetahui penentuan wali bagi anak dari hasil kawin 

kontrak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Hukum Positif Indonesia). Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan kedudukan 

hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak hanya mempunyai hubungan hukum perdata 

dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan) dan penentuan 

wali bagi anak mengenai wali nikah mengharuskan adanya hubungan nasab antara perempuan 

yang akan melangsungkan pernikahan tersebut dengan wali nikahnya jika tidak ada wali bisa 

diwakilkan oleh Pegawai Pencatat Nikah  atau orang yang dianggap telah memenuhi syarat. 

Kata kunci : status hukum, anak, kawin kontrak.  

 

 

JUDICIAL REVIEW OF THE CHILD’S STATUS FROM CONTRACT MARRIAGE 

ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW 

 

DILLA PRATIWI PUJI RAHAYU 

D1A014078 

 

Abstract 

 
The purpose of this research is to know the legal status for children born from contract marriage 

and to know the determination of guardian for children from the result of contract marriage according to 

Law Number 1 Year 1974 (Indonesian Positive Law). The research method used is normative research. 

The results of the study indicate that the legal status of a child born of a marriage contract has only a 

civil legal relationship with his mother and mother's family (Articles 42 and 43 of the Marriage Law) 

and the provisions concerning the marriage guard require a nasab relationship between the women who 

will hold the marriage with the marriage guardian, later this guardian will perform the duties of the 

contract marriage for the bride, then if no guardian bias is represented by the Registrar or the person who 

is deemed to have qualified. 

Keyword : legal status, child, marriage contract 

  



1. PENDAHULUAN  

Dalam pelaksanaan perkawinan maka harus memenuhi syarat perkawinan agar 

perkawinan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang terdapat dalam dalam Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya perkawinan yang harus di dasarkan pada 

persetujuan kedua calon mempelai, harus mendapatkan izin orang tua atau wali apabila usia 

yang melangsungkan pernikahan belum 21 tahun, terpenuhi syarat minimal usia yaitu 19 tahun 

untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. 

Kemudian  untuk ketentuan dalam hukum islam juga terdapat rukun nikah yang harus 

dipenuhi agar keabsahan perkawinan tersebut bisa dikatakan sah, diantaranya adalah adanya 

calon mempelai dalam hal ini pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah kemudian 

saksi yang minimal terdiri dari dua orang, serta ucapan nikah (ijab dan qabul). 

Namun meskipun telah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan 

perkawinan baik secara agama maupun pemerintah, masih saja ada individu yang melakukan 

perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut.Salah satu bentuk perkawinan yang tidak 

sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku adalah kawin kontrak. 

Kawin kontrak adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang 

wanita dan jangka waktunya disepakati oleh keduanya.Apabila batas waktu kawin kontrak 

berakhir, maka seacara otomatis perkawinan tersebut berakhir pula. 

Konsekwensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga 

berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Akan tetapi , 

kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Makahamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 berdasarkan putusan MK tersebut ialah anak luar kawin dapat memiliki 

hubungan keperdataan dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, melalui pembuktian 



Tes DNA , maka terbukalah peluang dari anak hasil kawin kontrak memiliki hubungan 

perdataan dengan ayahnya. 

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik tiga pokok 

bahasan yaitu : 1. Bagaimanakah kedudukan hukum bagi anak yang lahir dari kawin 

kontrak?2.Bagaimanakah penentuan wali bagi anak perempuan dari hasil kawin kontrak  

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Hukum Positif di Indonesia) ?. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum bagi 

anak yang lahir dari perkawinan kontrak dan untuk mengetahui penentuan wali bagi anak dari 

hasil kawin kontrak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Hukum Positif 

Indonesia).Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

konstribusi dalam pengembagan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada 

khususnya dan dapat digunakan sebagai acuan dasar serta masukan atau tambahan pengetahuan 

bagi para pihak terutama pada masyarakat, praktisi, lembaga eksekutif dan legislatif pada 

umumnya. 

Dari persoalan yang dikaji, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

normative, yang menggunakan metode pendekatan undang-undang, konseptual dan komparatif. 

  



2. PEMBAHASAN 

Kedudukan Hukum Bagi Anak yang Lahir Dari Kawin Kontrak  

Suatu perkawinan yang sah harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing 

dan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah, agar perkawinan tersebut tercatat dan 

di anggap sah di hadapan hukum. 

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai 

organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang 

telah terjadinya perkawinan sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut 

kepada siapapun di hadapan hukum. 

Perkawinan kontrak yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sah suatu perkawinan 

yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum 

Islam yaitu kawin kontrak tidak dilakukan atau di catatkan di depan Pegawai pencatatan nikah 

(PPN), yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena 

dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pencatat nikah  dapat dikatakan perkawinan 

kontrak itu tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di dilihat bahwa kawin kontrak ini dapat 

dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah baik menurut agama dan hukum, oleh karenanya 

maka akibat yang di timbulkan dari perkawinan kontrak ini misalnya lahirnya seorang anak, 

maka secara hukum anak ini dianggap sebagai anak luar kawin. 

Dalam Pasal 280 KUHPerdata yang mengatakan bahwa : 

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin    timbullah 

hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”. 

 



Hal itu berarti, bahwa antara anak luar kawin dengan ayah (biologisnya) maupun 

ibunya pada asasnya tidak ada hubungan hukum.Hubungan hukum itu baru ada, kalau ayah dan 

ibunya memberikan pengakuan.Bahwa anak itu adalah anaknya, dengan demikian tanpa 

pengakuan dari ayah atau ibunya, pada asasnya anak itu bukan anak siapa-siapa dan anak luar 

kawin atau disebut juga dengan kawin kontrak tidak mempunyai hubungan hukum dengan 

siapapun.
1
 

Kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdata anak luar kawin hanya mempunyai 

hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja.Dengan demikian, anak luar kawin 

tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui. 

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 

yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunya hubungan hukum dengan ibunya 

maupun juga dengan keluarga ibu. Dengan adanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

tersebut maka secara hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya, sehingga timbul 

kewajiban, dari ibunya untuk memelihara dan mendidik serta berhak memperoleh warisan yang 

timbul baik antara ibu dan anak maupun antara keluarga ibu dan anak. 

Akibat hukum anak dari hasil kawin kontrak atau disebut dengan anak luar kawin 

menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, 

pemeliharaaan atau pengasuhan anak dari ayah yang membenahkannya, melainkan pada ibunya. 

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

menngatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri, termasuk hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya.
2
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Lalu dengan anak luar kawin yang ibunya WNA dan ayahnya WNI tetapi sang ayah 

mau  mengakui anak tersebut terdapat dalam Pasal 4 huruf h tercantum bahwa WNI adalah : 

“Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing 

yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan 

pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 (delapan belas tahun) atau belum 

kawin”. 

 

Kemudian dengan anak luar kawin yang ibunya WNI dan ayahnya WNA tapi sang 

ayah mau mengakui anak tersebut, Berdasarkan pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006, dijelaskan : 

“Anak Warga Negara Indonesia yang diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 

(delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang 

berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”. 

Diakuinya anak-anak tersebut diatas sebagai WNI berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebabkan anak-anak di luar perkawinan mempunyai 

kewarganegaraan ganda sampai usianya 18 tahun atau sudah kawin, dimana ia dibolehkan untuk 

memilih kewarganegaraanya. 

Anak –anak yang lahir dari hubungan luar kawin lalu diakui atau diakui secara sah 

oleh ayahnya yang WNA atau WNI , seperti tersebut diatas dan ia belum berusai 18 (delapan 

belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui 

Pejabat atau Perwakilan Repulik Inonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-

Undang ini di undangkan.
3
 

Berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

                                                           
3
Tanya jawab tentang status anak luar kawin,Jurnalhukum.blogspot.co.id. Diakses pada tanggal 25 mei 2018. 



ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau alat lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 

dengan keluarga ayahnya. 

 

Penentuan Wali Bagi Anak Perempuan dari Hasil Kawin Kontrak menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ( Hukum Positif Indonesia ) 

 

Dalam hal ini pentingnya mengenai fungsi dan kedudukan perwalian dikatakan sangat 

penting bahkan wajib. Perwalian sendiri adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh 

seorang terutama kepada subjek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak 

yang dikarenakan statusnya masih di bawah umur, yang kemudian dimana Wali nantinya wajib 

mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya seperti salah satunya menjadi wali nikah 

hingga bertanggung jawab mengenai harta benda si anak nantinya. 

Anak yang lahir dari perkawinan kontrak sama dengan anak yang lahir dari laki-laki 

dan perempuan yang tidak sah atau disebut dengan anak luar kawin. 

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan 

membawa problem terdiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina, jika 

anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang  anak perempuan. Hal inilah yang 

kemudian menjadi polemik antara penetuan fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Jika di 

pandang dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka 

status anak perempuan tersebut anak kedua orang tuanya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang 

fikih , maka anak tersebut hanya dinasabkan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya , 

jika anak perempuan tersebut adalah anak sah keduanya, maka seharusnya ayahnnya berhak 

menjadi wali dalam perkawinan ,namun jika anak perempuan itu hanya dinasbkan kepada 

ibunya lalu siapa yang akan menjadi wali nikah dari anak luar kawin. 



Landasan hukum tentang perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. Setiap orang 

mempunyai “kewenangan berhak” karena ia merupakan subjek hukum. Tetapi, tidak setiap 

orang cakap melakukan perbuatan- perbuatan hukum. 

Terdapat tiga jenis Perwalian dalam KUH Perdata yaitu : a. Perwalian oleh suami istri 

yang terlama  (Pasal 345 sampai pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, b. perwalian 

yang di tunjuk oleh ayah atau ibu dengan suatu testamen atau akte kelahiran Pasal 355 ayat 1 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa masing-masing orang tua atau 

menjalankan perwalian atas seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atas 

anak- anak itu bila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orang tua yang 

lain, baik dengan sendirinya maupun keputusan hakim seperti termasuk pada Pasal 353 ayat 5 

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, c. perwalian yang diangkat oleh hakim, Pasal 359 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan menentukan bahwa pengadilan akan menetukan 

seorang wali bagi semua yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta di atur 

perwaliannya secara sah. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar pendapat 

atau memanggil keluarga sedarah atau semenda. 

Tedapat dalam Pasal 359 ayat (1) KUHPedata yaitu :“Bagi kekuasaan anak yang 

belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya, tidak di 

atur cara yang sah. Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau 

memanggil dengan sah pada keluarga sedarah atau semenda.” 

Dari Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai anak kawin 

kontrak atau dapat juga disebut anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan 



ibunya dan keluarga ibunya begitu pula dengan masalah perwalian luar kawin hanya bisa 

dinikahkan dengan wali hakim. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka bagi anak luar kawin atau kawin kontrak 

dimana nasabnya di tentukan hanya kepada ibunya, dan bukan kepada ayahnya, maka tidak ada 

satupun wali nasab yang dapat menjadi wali nikahnya, padahal wali nikah merupakan salah satu 

syarat dan rukun nikah suatu perkawinan. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa anak kawin 

kontrak tidak mempunyai wali nasab. 

  



3. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat 

di tarik kesimpulan sebagai berikut ; Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan kontrak 

adalah anak yang lahir dari kawin kontrak , sama dengan anak yang yang lahir dari laki-laki dan 

perempuan di luar perkawinan. Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang 

Perkawinan). Penentuan wali bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak yaitu di dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri menyatakan apabila ingin melangsungkan 

perkawinan yang sah harus sesuai dengan hukum  agamanya, maka dalam hal ini adanya wali 

harus terpenuhi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan 

mengenai wali nikah mengharuskan adanya hubungan nasab antara perempuan yang akan 

melangsungkan pernikahan tersebut dengan wali nikahnya, Wali  nikah bagi anak perempuan 

dari perkawinan kontrak atau anak luar kawin menggunakan wali hakim, wali hakim disini 

adalah wali yang ditunjuk langsung dari Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali dalam 

sautu pernikahan. 

 

Saran 

Kepada aparat pemerintah yang terkait dapat lebih berhati- hati dalam memberi keterangan, 

status dari warga masyarakat yang meminta atau mohon keterangan, terutama pada anak yang 

lahir di luar kawin. Dan kepada warga masyarakat diharapkan berhati-hati dalam mengawasi 

anak-anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki, khususnya dalam pergaulan yang 

mengarahkepada pergaulan bebas, hubungan badan yang kemungkinan dapat mengakibatkan 



kehamilan (melahirkan anak di luar kawin) dan Kepada Orang tua yang mempunyai anak luar 

kawin, baik halnya untuk segera mengurus pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah 

sehingga anak luar kawin yang sah terseb mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya 

secara utuh tanpa ada batasan seperti halnya anak luar kawin yang belum mendapat pengakuan 

dari sang ayah. Pengakuan anak tersebut juga untuk kepentingan masa depan sang anak dalam 

hal melakukan segala perbuatan hukum. Adapun anak yang diahirkan oleh sebab zina, 

perkosaan maupun di luar nikah yang secara hukum fiqih maupun perkawinan nasional hanya 

memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tersebut adalah anak yang 

kedudukannya sama di mata Allah SWT maupun negara. Karena seorang anak yang terlahir dari 

zina tidak membawa dosa turunan, ia tetaplah seorang anak yang suci dan mempunyai hak dan 

perlakuan yang sama seperti anak lainnya. 
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